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ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA DALAM PERJANJIAN
SEWA KONTRAKAN YANG DILAKUKAN SECARA LISAN
RHAKA PRAYOGA PANGESTU

Perjanjian sewa kontrakan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata
yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan
dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Dalam praktiknya, perjanjian
sewa kontrakan tidak selalu dibuat secara tertulis, melainkan sering dilakukan
secara lisan berdasarkan kepercayaan antara para pihak. Kondisi tersebut
menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan
perlindungan hukum bagi penyewa serta kekuatan pembuktian apabila terjadi
sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk
perlindungan hukum bagi penyewa dalam perjanjian sewa kontrakan yang
dilakukan secara lisan serta untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian
tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain
itu, penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi dalam memintakan
pertanggungjawaban perdata apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa kontrakan secara lisan tetap sah
dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian,
perlindungan hukum bagi penyewa dalam praktiknya masih tergolong lemah. Hal
ini disebabkan oleh tidak adanya bukti tertulis yang dapat memperkuat posisi
hukum penyewa dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa. Selain itu,
ketidakseimbangan posisi tawar antara penyewa dan pemilik kontrakan,
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketiadaan regulasi khusus
mengenai sewa-menyewa rumah turut memperlemah perlindungan hukum bagi
penyewa. Dalam hal pertanggungjawaban perdata, kendala utama terletak pada
aspek pembuktian dan keterbatasan alat bukti dalam perjanjian lisan. Meskipun
alat bukti seperti saksi, bukti pembayaran, dan komunikasi dapat digunakan,
namun kekuatannya masih lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis. Oleh
karena itu, diperlukan upaya peningkatan perlindungan hukum melalui pembuatan
perjanjian tertulis, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembentukan
regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai hubungan sewa-
menyewa rumabh tinggal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyewa, Perjanjian Lisan, Sewa Kontrakan



ABSTRACT
Legal Protection for Tenants in Oral House Rental Agreements

RHAKA PRAYOGA PANGESTU

A rental agreement is one of the most common forms of civil legal
relationships in society, particularly in urban areas with high population
mobility. In practice, rental agreements are not always made in written form but
are often conducted orally based on mutual trust between the parties. This
condition gives rise to various legal issues, particularly regarding legal
protection for tenants and the strength of evidence in the event of disputes. This
study aims to analyze the forms of legal protection available for tenants in oral
rental agreements and to examine the legal standing of such agreements under
the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Furthermore, this research also
explores the obstacles in enforcing civil liability when a breach of agreement
occurs. The research employs a normative juridical method using statutory and
conceptual approaches. The data consists of primary, secondary, and tertiary
legal materials, which are analyzed qualitatively. The results indicate that oral
rental agreements are legally valid and binding as long as they meet the legal
requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code.
However, in practice, legal protection for tenants remains relatively weak. This is
mainly due to the absence of written evidence that can strengthen the tenant’s
legal position in dispute resolution. In addition, the imbalance of bargaining
power between tenants and landlords, low legal awareness among the public, and
the lack of specific regulations governing residential lease agreements further
weaken tenant protection. Regarding civil liability, the primary obstacle lies in
the evidentiary aspect, as oral agreements lack strong documentation. Although
evidence such as witness testimony, payment records, and communication records
may be used, their evidentiary value is generally weaker compared to written
agreements. Therefore, efforts are needed to enhance legal protection for tenants
through the use of written agreements, increased public legal awareness, and the
establishment of more specific and comprehensive regulations governing rental
relationships.

Keywords: Legal Protection, Tenant, Oral Agreement, Rental Agreement, Civil
ode
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan merupakan praktik
yang umum dimasyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan dengan
mobilitas penduduk yang tinggi. Banyak perjanjian dilakukan secara lisan
berdasarkan kepercayaan tanpa bukti tertulis, sehingga kerap
menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pihak melanggar
kesepakatan. *

Perjanjian lisan tetap diberlakukan berdasarkan hukum perdata
sepanjang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH
Perdata. Namun, permasalahan muncul pada pembuktian di pengadilan,
seperti pada pembuktian di pengadilan, seperti pada putusan Mahkamah
Agung No. 2368/Pdt/2019 yang menunjukkan lemahnya posisi para pihak
tanpa bukti tertulis.?

Fenomena ini semakin relavan dengan meningkatnya kebutuhan
rumah sewa akibat urbanisasi dan keterbatasan daya beli masyarakat untuk
memiliki rumah. Bagi masyarakat untuk berpenghasilan rendah, perjanjian

sewa lisan diangggap solusi praktis karena lebih cepat, murah, dan

! Rahmia Rachman, The Validity of Boarding House Rental Agreements from Civil Law

Perspectives, Alauddin Law Development Journal, Vol. 6 No. 3 (2024) him. 433-444.
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldef/article/view/51228 2

2 Condro Rahayu, The Legal Consequences of Default the Oral Lease Agreement based

on Indonesia Private Law (Decisions Study of Supreme Court No. 2368/Pdt/2019), TICASH
Proceedings, 2022. him. 803-809. https://www.atlantis-press.com/proceedings/ticash21/12597330


https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldef/article/view/51228
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ticash21/12597330

fleksibel.?

Praktik tersebut sering menempatkan penyewa dalam posisi tawar
yang lebih lemah dibanding pemilik kontrakan. Banyak penyewa
mengalami kerugian, misalnya penggusuran sepihak, kenaikan harga sewa
mendadak, atau hilangnya uang jaminan tanpa mekanisme penyelesaian
yang jelas.*

Dalam praktiknya, sengketa perjanjian sewa kontrakan secara lisan
sering menimbulkan persoalan hukum yang merugikan penyewa. Salah
satu contoh dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2368
K/Pdt/2019 yang menunjukkan adanya kesulitan pembuktian dalam
hubungan hukum yang tidak dituangkan secara tertulis. Dalam perkara
tersebut, keberadaan hubungan hukum dan isi kesepakatan para pihak
menjadi sulit dibuktikan karena tidak adanya dokumen perjanjian tertulis
yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun perjanjian lisan
diakui sah menurut hukum perdata, namun dalam praktik penyelesaian
sengketa, pihak yang tidak memiliki bukti tertulis sering berada pada
posisi yang lemah, khususnya penyewa sebagai pihak yang umumnya
memiliki posisi tawar lebih rendah dibandingkan pemilik kontrakan.

Selain itu, di berbagai daerah perkotaan, termasuk wilayah dengan

tingkat urbanisasi tinggi, praktik sewa kontrakan secara lisan masih sangat

% A. Sufian, A Conceptual Study on Landlord and Tenant Law in Peninsular Malaysia: A
Focus on private Residential Tenancy, 2012. Vol. 7 No. 1 him.  13-23.
https://builtsurvey.utm.my/intrest/wp-content/uploads/sites/243/2013/08/A-
CONCEPTUALSTUDY-ON-LANDLORD-AND-TENANT LAW-IN-PENINSULAR-
MALAYSIA-A-FOCUSON-PRIVATE-RESIDENTIAL-TENANCY 1.pdf 4 S.

*S. Mohamed, The Rental Housing Act and Provincial Rental Housing Tribunals, 2004.
him. 1-3.
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https://builtsurvey.utm.my/intrest/wp-content/uploads/sites/243/2013/08/A-CONCEPTUALSTUDY-ON-LANDLORD-AND
https://builtsurvey.utm.my/intrest/wp-content/uploads/sites/243/2013/08/A-CONCEPTUALSTUDY-ON-LANDLORD-AND

sering dilakukan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak
memerlukan biaya tambahan. Namun, kondisi tersebut justru
menimbulkan berbagai persoalan, seperti pengakhiran sewa secara
sepihak, kenaikan harga sewa tanpa pemberitahuan, pengembalian uang
jaminan yang tidak jelas, hingga pengusiran penyewa sebelum masa sewa
berakhir. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum
antara penyewa dan pemilik kontrakan belum sepenuhnya memberikan
kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang.

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan urgensi perlindungan
hukum bagi penyewa. Misalnya, penelitian di Malaysia menyoroti
ketiadaan Undang- Undang khusus mengenai sewa-menyewa Yyang
menyebabkan hak-hak penyewa kerap terabaikan.” Sementara itu,
penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun perjanjian sewa
lisan sah, posisi hukum penyewa seringkali tidak terlindungi secara
memadai.

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih berfokus pada keabsahan
perjanjian lisan dan aspek wanprestasi secara umum, sedangkan kajian
yang secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap penyewa
dalam praktik perjanjian sewa kontrakan lisan masih relatif terbatas. Selain
itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai
bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyewa ketika

terjadi sengketa akibat lemahnya pembuktian dalam perjanjian lisan.

® Farihana Abdul Razak & N. Abdullah, Ready Not Ready Enforcing Promises of
Tenancy Agreement: An Explanation to Non-Law Students, IJARPED, Vol. 11 No. 3 (2022) him.
1467-1475. https://hrmars.com/index.php/papers/detail/IJARPED/14979
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Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian (research gap) yang perlu
dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas perlindungan hukum
bagi penyewa serta kedudukan hukum perjanjian sewa kontrakan secara
lisan dalam praktik hukum perdata di Indonesia.

Namun, sebagain besar kajian terdahulu lebih banyak monyoroti
aspek, validitas hukum perjanjian dan wanprestasi, tanpa menggali
pengalaman konkret penyewa di lapangan. Minimnya penelitian kulitatif
mengenai bagaimana penyewa menghadapi risiko dan ketidakpastian
hukum dalam kontrak lisan menjadi celah penting yang perlu dikaji lebih
dalam.®

Penelitian ini menjadi penting karena kebutuhan masyarakat
terhadap rumah kontrakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk
dan keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memiliki rumah pribadi. Di
sisi lain, belum terdapat pengaturan khusus yang secara komprehensif
mengatur perlindungan hukum bagi penyewa rumah kontrakan dalam
perjanjian lisan. Selama ini, penyelesaian sengketa masih bertumpu pada
ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), khususnya mengenai syarat sah perjanjian dan asas
kebebasan berkontrak. Akibatnya, perlindungan hukum bagi penyewa
sering kali belum efektif dalam praktik.

Urgensi penelitian ini  menjadi penting karena kebutuhan

masyarakat terhadap rumah kontrakan terus meningkat seiring

® Robbi Firly Firgiyabi Mahlia, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa
Menyewa Rumah, Journal Sains Student Research, Vol. 3, No. 2 (2023), him. 255-262.
https://ejurnal.kampusakedemik.co.id/index.php/jssr/article/view/406
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pertumbuhan penduduk dan keterbatasan kemampuan ekonomi untuk
memiliki rumah pribadi. Di sisi lain, belum terdapat pengaturan khusus
yang secara komprehensif mengatur perlindungan hukum bagi penyewa
rumah kontrakan dalam perjanjian lisan. Selama ini, penyelesaian sengketa
masih bertumpu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai syarat sah perjanjian
dan asas kebebasan berkontrak. Akibatnya, perlindungan hukum bagi
penyewa sering kali belum efektif dalam praktik.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari belum adanya regulasi
komprehensif di Indonesia yang secara khusus mengatur praktik sewa-
menyewa rumah tinggal, baik tertulis maupun lisan. Berbeda dengan
beberapa negara lain yang telah memiliki instrument Hukum khusus untuk
melindungi penyewa, Indonesia masih mengandalkan peraturan umum
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Akibatnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif diperlukan
untuk memahami realistis sosial yang dialami penyewa kontrakan dengan
perjanjian lisan. Dengan menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan
yang dihadapi, penelitian ini dapat menghadirkan gambaran komprehensif
mengenai kelemahan perlindungan hukum sekaligus peluang perbaikan.

Secara teori, studi ini diharapkan dapat memberikan literatur
hukum perdata, terutama dalam konteks kontrak lisan pada sewa-

menyewa. Secara praktis, studi ini dapat memperoleh manfaat bagi

" Tamar Chitoshvili, Groundsfor Termination of the Apartment Rental Agreement,
Journal of Law, No. 2 (2024), him. 72-94. https://jlaw.tsu.ge/index.php/Jlaw/article/view/8318
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pembuat kebijakan, pemilik kontrakan, maupun lembaga perlindungan
konsumen untuk membangun sistem sewa yang lebih adil dan transparan.
Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama studi ini adalah untuk
menyelidiki secara menyeluruh perlindungan hukum penyewa berdasarkan
perjanjian sewa lisan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara
teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, serta secara praktis
memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada penyewa
dan mendukung terciptanya keadilan sosial dalam praktik sewa-menyewa
rumah di wilayah Indonesia.
Terkait dengan pokok bahasan yang telah disebutkan di atas, maka
penulis akan memaparkan sudut pandang dengan menyusun sebuah tesis
yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Penyewa dalam Perjanjian
Sewa Kontrakan yang dilakukan secara Lisan”.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menjadi penting
untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam  mengenai
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA DALAM
PERJANJIAN SEWA KONTRAKAN YANG DILAKUKAN
SECARA LISAN”.
B. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan berikut pada penelitian ini didasarkan pada
latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyewa dalam perjanjian sewa

kontrakan yang dilakukan secara lisan?



2. Bagaiman kedudukan hukum perjanjian sewa kontrakan yang dilakukan
secara lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Ruang Lingkup

Studi ini dibatasi dalam penelitian hukum perdata tentang
perlindungan hukum penyewa dalam perjanjian sewa menyewa lisan
ditinjau dari Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdaata, serta
ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan
asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum
yang timbul apabila terjadi wanprestasi atau sengketa antara pihak pemilik
kontrakan dan penyewa akibat perjanjian sewa yang dibuat secara lisan.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dijabarkan
secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang
diberikan kepada penyewa dalam perjanjian sewa menyewa secara
lisan, baik dari segi pencegahan maupun penindakan.

b. Untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian sewa kontrakan
lisan menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan
pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis



Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan
perjanjian sewa tempat tinggal lisan.. Kajian ini juga dapat memberikan
konstribusi akademik dalam memahami perlindungan hukum bagi
penyewa yang secara factual sering berada pada posisi tawar yang lebih
lemah dibandingkan pihak pemilik kontrakan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penyewa, studi ini akan membantu memahami kedudukan
hukum mereka dan tindakan hukum yang dapat diambil jika terjadi
perselisihan.

2) Bagi pemilik kontrakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
menjadi acuan dalam. Menyusun perjanjian sewa-menyewa agar
tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

3) Bagi pembuat kebijakan, studi ini akan membantu menjadi masukan
dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif
mengenai perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal, sehingga dapat
memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara penyewa

dan pemilik kontrakan.

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang digunakan

untuk memahami hubungan antar konsep dalam penelitian, sehingga



mempermudah analisis terhadap permasalahan yang dikaji.?
1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin dan
melindungi hak-hak subjek hukum, baik secara preventif maupun
represif. Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan
dengan itikad baik.
2. Penyewa
Penyewa adalah pihak yang memperoleh hak untuk menggunakan
objek sewa dengan kewajiban membayar harga sewa yang telah
disepakati. Dalam praktik, posisi penyewa cenderung lebih lemah,
terutama dalam perjanjian lisan yang tidak memiliki bukti tertulis.’
3. Perjanjian Sewa-Menyewa
Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa-menyewa adalah
perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang
kepada pihak lain untuk waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa.
Perjanjian sewa kontrakan secara lisan tetap sah sepanjang memenuhi
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.
4. Perjanjian secara lisan
Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Keabsahan suatu

& John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches, 6th ed. (Thousand Oaks: Sage, 2023), him. 24.
® Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2023), him. 45.
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perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan para
pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Pada prinsipnya, hukum perdata Indonesia tidak mensyaratkan
bentuk tertentu dalam pembuatan perjanjian, sehingga perjanjian dapat
dibuat secara lisan maupun tertulis sepanjang memenuhi keempat syarat
tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang
menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum
yang mengikat. Namun, kelemahan utama perjanjian lisan terletak pada

aspek pembuktian apabila terjadi sengketa, karena tidak adanya dokumen

tertulis sebagai alat bukti utama di pengadilan.

F.  Review Studi Terdahulu yang Relevan

Mengenai perjanjian sewa lisan, sejumlah penelitian sebelumnya telah

memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebagai berikut:

No | Nama Penulis Judul Penelitian Sumber/Kampus/Tahun | Hasil Penelitian

1. Dwi Haryanto Kekuatan Hukum | Skripsi, Fakultas Hukum | menemukan bahwa
Perjanjian Lisan | Universitas Gadjah | perjanjian lisan tetap sah
dalam Perspektif | Mada, 20217 dan mengikat para pihak

Hukum Perdata

sepanjang memenuhi syarat
sahnya perjanjian menurut
Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata). Namun,
kelemahan perjanjian lisan

% Dwi Haryanto, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Perspektif Hukum Perdata,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021, him. 52.
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terletak pada aspek
pembuktian ketika terjadi
sengketa  karena  tidak
adanya dokumen tertulis
yang dapat dijadikan alat
bukti utama

Rini Astuti

Perlindungan Hukum
bagi Penyewa dalam
Perjanjian Sewa
Rumah

Jurnal
Universitas
2022%

Hukum,
Airlangga,

menegaskan bahwa posisi
penyewa sering kali lebih
lemah dibandingkan
pemilik, khususnya pada
perjanjian yang tidak dibuat
secara tertulis. Penelitian
ini  menyimpulkan bahwa
perlindungan hukum bagi
penyewa dapat diperoleh
melalui upaya preventif
seperti sosialisasi hak-hak
penyewa, serta  upaya
represif ~ melalui  jalur
litigasi maupun non-litigasi.

Ahmad Fauzan

Yuridis
Sengketa
Sewa-

Analisis
terhadap
Perjanjian
Menyewa

Tesis,
Pascasarjana
Universitas
2020"

Program

Indonesia,

menunjukkan bahwa hakim
dalam praktik peradilan
cenderung  menggunakan
alat bukti lain seperti saksi
dan  bukti  pembayaran
untuk menilai keberadaan
perjanjian  lisan.  Akan
tetapi, variasi dalam
putusan pengadilan
menyebabkan

ketidakpastian hukum bagi
penyewa, sehingga
penelitian ini
merokomendasikan adanya
pedoman khusus terkait
pembuktian perjanjian sewa

! Rini Astuti, “Perlindungan Hukum bagi Penyewa dalam Perjanjian Sewa Rumah,”
Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. 8 No. 2, 2022, him. 134.
12 Ahmad Fauzan, Analisis Yuridis terhadap Sengketa Perjanjian Sewa-Menyewa, Tesis,
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2020, him. 78.
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lisan

Analisis
terhadap
Perjanjian
Menyewa

Siti Nurjanah

Yuridis
Sengketa
Sewa-

Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas
Islam  Negeri Sunan
Kalijaga, 2023"

menemukan bahwa
sengketa sewa sering Kkali
dipicu  oleh  pemutusan
hubungan sewa secara
sepihak  oleh  pemilik.
Dalam kondisi seperti ini,
penyewa berada pada posisi
yang rentan karena tidak
memiliki bukti tertulis yang
kuat. Penelitian ini
menekankan pentingnya
regulasi yang lebih spesifik
untuk menjamin
perlindungan hukum bagi
penyewa, terutama mereka
yang melakukan perjanjian
lisan

Andi Pratama
Penyewa

Perjanjian
Menyewa

Perlindungan

Secara Lisan

Hukum
dalam
Sewa
Rumah

Jurnal  llmu  Hukum,
Universitas Hasanuddin,
2024

Menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap
penyewa dalam perjanjian
lisan masih lemah karena
bergantung pada pembuktian
tidak langsung. Penelitian ini
merekomendasikan
pembentukan regulasi khusus
serta peningkatan kesadaran
hukum  masyarakat dalam
membuat perjanjian tertulis.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

perjanjian sewa-menyewa, khususnya yang dilakukan secara lisan, pada

dasarnya tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, seluruh penelitian menunjukkan

3 Siti Nurjanah, Analisis Yuridis terhadap Sengketa Perjanjian Sewa-Menyewa, Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023, him. 65.
 Andi Pratama, “Perlindungan Hukum Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa
Rumah Secara Lisan,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 89.
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bahwa kelemahan utama perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian
ketika terjadi sengketa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.*®

Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa
posisi penyewa cenderung lebih lemah dibandingkan pemilik, terutama
dalam hubungan sewa yang tidak dituangkan secara tertulis. Kondisi ini
menyebabkan penyewa lebih rentan mengalami kerugian, seperti pengusiran
sepihak, perubahan harga sewa secara sepihak, maupun tidak
dikembalikannya uang jaminan®®.

Dari sisi perlindungan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa
upaya yang ada saat ini masih bersifat umum, baik melalui jalur preventif
maupun represif, serta belum didukung oleh regulasi khusus yang secara
komprehensif mengatur perlindungan penyewa dalam praktik sewa-
menyewa rumah tinggal, khususnya yang dilakukan secara lisan.*’

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa masih
terbatasnya kajian empiris mengenai pengalaman penyewa dalam
menghadapi risiko perjanjian lisan serta belum adanya pengaturan khusus
yang memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi penyewa dalam
praktik sewa-menyewa rumah di Indonesia.*®
Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat langkah sistematis yang

> Dwi Haryanto, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Perspektif Hukum Perdata,

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021, him. 52.

'® Rini Astuti, “Perlindungan Hukum bagi Penyewa dalam Perjanjian Sewa Rumah,”

Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. 8 No. 2, 2022, him. 134.

" Andi Pratama, “Perlindungan Hukum Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Rumah Secara Lisan,” Jurnal llmu Hukum Universitas Hasanuddin, VVol. 10 No. 1, 2024, him. 89.

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), him. 35.
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digunakan peneliti untuk mengungkap kebenaran dari suatu persoalan
hukum. Proses ini berawal dari identifikasi masalah hukum, dilanjutkan
dengan perumusan masalah, dan kemudian dianalisis dengan teori serta
doktrin hukum yang relevan. Dengan memanfaatkan teknik yang relevan,
penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang sahih dan dapat
dipertanggungjawabkan.
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif
merupakan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder
untuk menemukan asas, norma, maupun kaidah hukum yang dapat
digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.™
2. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) khususnya mengenai perjanjian sewa-
menyewa, serta peraturan perundangan-undangan lain yang relevan.
b. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur, buku teks hukum, jurnal
ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan
topik perlindungan hukum penyewa.
c. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum,

dan sumber penunjang lain seperti artikel dari internet yang

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), him. 14.
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kredibel. %’
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi keputusan
(library research), yaitu melalui pemeriksaan terhadap peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, buku, serta jurnal ilmiah yang
relevan dengan permasalahan penelitian.?
4. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu
menguraikan bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis secara
sistematis dengan menghubungkannya pada teori hukum yang relevan.
Teknik ini digunakan agar dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai perlindungan hukum bagi penyewa dalam perjanjian sewa

kontrakan lisan.?

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yaitu
sebagai berikut:
BAB | PEDAHULUAN
Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, review studi

% Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayumedia, 2006), him. 302.

2! Bambang waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
hlm. 65.

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), him. 123.



BAB Il

BAB IlI

BAB IV

terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi tentang pengertian dan dasar
hukum perjanjian sewa-menyewa menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas dan syarat sah
perjanjian, bentuk perjanjian lisan, serta teori perlindungan
hukum terhadap penyewa dalam hubungan sewa kontrakan.
PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan bagaimana hukum bagi
Penyewa dalam Perjanjian Sewa Kontrakan yang dilakukan
secara lisan dan Kedudukan Hukum Perjanjian Sewa
Kontrakan yang dilakukan secara lisan menurut Kitab
Undang-Undang Hukum (KUHPerdata).

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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